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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N
Nomor  10 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa  perkara  perdata  pada  pemeriksaan  peninjauan  kembali telah

memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SASMIYATI, bertempat tinggal di Desa Panjang RT 02 RW 01,

Kecamatan  Bae,  Kabupaten  Kudus, dalam  hal  ini  memberi

kuasa kepada  Vera Yostianti, S.H., dan kawan,  Para  Advokat

pada  Lembaga Perlindungan  Konsumen Muria  Raya  Kudus,

beralamat  di  Jalan  Letkol.  Tlt.  Sudono  Nomor  24,  Kudus,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. NOOR AZIZAH,  bertempat tinggal di  Desa Purwosari  RT

05 RW 02, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;

2. PT  BANK  RABOBANK  INTERNASIONAL  INDONESIA

CABANG KUDUS,  berkedudukan  di  Komplek  Pertokoan

Panjunan Blok A.1-2 Kudus;

3. KANTOR  PELAYANAN  KEKAYAAN  NEGARA  DAN

LELANG (KPKNL) SEMARANG, beralamat di Jalan Imam

Bonjol Nomor 1 D Semarang;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca  surat-surat  yang bersangkutan yang  merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat-surat  yang  bersangkutan,

Penggugat  dalam  gugatannya memohon  kepada  Pengadilan  untuk

memberikan putusan sebagai berikut: 

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan  sah  dan  berharga  sita  jaminan  terhadap  objek  sengketa

tanah dan bangunan yang dihuni Penggugat terletak di  Desa Panjang

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
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- Menyatakan  bahwa  Tergugat  I  telah  wanprestasi  yang  merugikan

Penggugat  oleh  karena  itu  pelaksanaan  lelang  benda  jaminan  oleh

Tergugat  II  dan  Tergugat  III  harus  dibatalkan  atau  setidak-tidaknya

ditangguhkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat I untuk melunasi kreditnya kepada Tergugat II dan

selanjutnya  mengembalikan  objek  sengketa  kepada  atas  nama

Penggugat;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  tersebut  Tergugat  II

mengajukan  eksepsi  yang  pada  pokoknya  mengenai  gugatan Penggugat

error in persona  dan kurang pihak;

Bahwa terhadap  gugatan  tersebut  ditolak oleh  Pengadilan  Negeri

Kudus  dengan Putusan Nomor  10/Pdt.G/2013/PN Kds. tanggal  1  Oktober

2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

dalam perkara  ini  sebesar  Rp1.571.000,00 (satu  juta  lima ratus  tujuh

puluh satu ribu rupiah);

Kemudian  putusan  tersebut  dikuatkan oleh  Pengadilan  Tinggi

Semarang  dengan Putusan Nomor  12/Pdt/2014/PT Smg. tanggal  11 Maret

2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Oktober 2013,

Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Kds. yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum  Pembanding/Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

dalam  kedua  tingkat  peradilan  yang  dalam  tingkat  banding  sebesar

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian  permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat ditolak

oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3119 K/Pdt/2014 tanggal 28

Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:
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1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi  Sasmiyati, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  sesudah  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor

3119 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap  tersebut  diberitahukan kepada Pemohon  Peninjauan Kembali

pada  tanggal  2  November  2016 kemudian  terhadapnya  oleh  Pemohon

Peninjauan  Kembali (dengan  perantaraan  kuasanya,  berdasarkan  Surat

Kuasa  Khusus  tanggal  22  Maret  2017)  diajukan  permohonan  Peninjauan

Kembali pada  tanggal  9  Mei  2017 sebagaimana  ternyata  dari  Akta

Pernyataan  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Nomor  3119  K/Pdt/2014

juncto Nomor 12/Pdt./2014/PT.Smg.  juncto Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Kds.

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  Kudus, permohonan tersebut

diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali  a quo beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara  yang ditentukan dalam

undang-undang,  oleh karena itu  permohonan peninjauan kembali  tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang  bahwa berdasarkan  memori  peninjauan  kembali  yang

diterima  tanggal  9  Mei  2017  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari

putusan  ini,  Pemohon  Peninjauan  Kembali  pada  pokoknya  mendalilkan

bahwa  dalam  putusan  ini  terdapat  novum yaitu  berupa  Surat  Perjanjian

antara Penggugat  yang didampingi  suami  sebagai  pihak pertama dengan

Tergugat  I  sebagai  pihak  kedua,  kemudian  memohon  putusan  sebagai

berikut:

1. Menyatakan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kudus  Nomor

10/Pdt.G/2013/PN Kds. tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat;

2. Menyatakan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Semarang  Nomor

12/Pdt.G/2014/PT Smg. tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat;
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3. Menyatakan putusan kasasi  Mahkamah Agung Nomor 3119 K/Pdt/2015

tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Membebankan  semua  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  kepada

Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap  memori  peninjauan  kembali  tersebut,

Para  Termohon  Peninjauan  Kembali  tidak  mengajukan  kontra  memori

peninjauan kembali;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan-alasan  tersebut  Mahkamah

Agung berpendapat: 

Bahwa  novum yang  diajukan  Pemohon Peninjauan  Kembali tidak

bersifat  menentukan  karena  perjanjian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I

yang dibuat pada tanggal 5 Februari 2011 hanya mengikat para pihak yang

membuatnya dan perjanjian tersebut telah menegaskan bahwa Penggugat

telah menyetujui adanya proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 100

dan Sertifikat  Hak Milik  Nomor 1763 yang semula atas  nama Penggugat

menjadi atas nama Tergugat I dengan kepentingan sebagai jaminan hutang

Tergugat I kepada Tergugat II sehingga karena Tergugat I telah melakukan

wanprestasi maka penjualan lelang oleh Tergugat II atas objek sengketa  a

quo adalah sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka

permohonan peninjauan kembali  yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali SASMIYATI tersebut harus ditolak;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  peninjauan  kembali

dari  Pemohon  Peninjauan  Kembali  ditolak,  maka  Pemohon  Peninjauan

Kembali  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  pemeriksaan

peninjauan kembali ini;

Memperhatikan  Undang  Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang

Kekuasaan  Kehakiman,  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak  permohonan  peninjauan  kembali  dari  Pemohon  Peninjauan

Kembali SASMIYATI tersebut;
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2. Menghukum  Pemohon  Peninjauan  Kembali  untuk  membayar  biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat  peninjauan

kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

pada hari  Selasa, tanggal  27 Maret 2018 oleh  Dr. H. Sunarto, S.H.,  M.H.

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  oleh  Lismawati,  S.H.,  M.H. Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:                                                   Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.  Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:
1. M e t e r a i …….... Rp       6.000,00
2. R e d a k s i ……... Rp       5.000,00
3. Administrasi PK … Rp2.489.000,00
J u m l a h ….........…..Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata
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Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001
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